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PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI EMBRIO TERNAK 
DENGAN

DINAS …………………... PROVINSI………
TENTANG

KEGIATAN TRANSFER EMBRIO

Nomor
: 
B.1352/HK.210/F.2.I/01/2021

Nomor
: …………………………………..
Pada hari ini ……….. tanggal ……. bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (….-01-2021), bertempat di Balai Embrio Ternak Cipelang, Bogor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drh. Oloan Parlindungan, M.P. : Kepala Balai Embrio Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Balai Embrio Ternak yang berkedudukan di Pasir Pogor, Desa Cipelang Kec. Cijeruk, Bogor, selanjutnya di sebut PIHAK KESATU.
2. …………………………
: Kepala Dinas ………………………….. , dalam jabatannya tersebut, bertindak untuk dan atas nama Dinas …………………………………… yang berkedudukan di ……………………………………………………………………., selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Balai Embrio Ternak (BET Cipelang), Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mempunyai tugas melaksanakan produksi pengembangan dan distribusi embrio ternak;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah ……………………………………………. yang mempunyai tugas melaksanakan Transfer Embrio ternak;

3. Bahwa PARA PIHAK bermaksud bersama-sama melaksanakan kerjasama untuk mendukung kegiatan di bidang “Pelaksanaan Transfer Embrio”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang kegiatan transfer embrio dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai acuan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini.
(2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah 
a. Upaya peningkatan mutu genetik dan produktivitas ternak
b. Penyediaan bibit ternak unggul
c. Mendukung dan mengimplementasikan kegiatan transfer embrio dengan menggunakan ternak sapi yang berada di wilayah kerja PIHAK KEDUA.
PASAL 2

RUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

a. Pelaksanaan transfer embrio dengan memanfaatkan ternak resipien yang berada di wilayah kerja PIHAK KEDUA;

b. Pemanfaatan ternak bibit hasil transfer embrio dan keturunannya sebagai ternak bibit di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
PASAL 3

MEKANISME PELAKSANAAN

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan transfer embrio pada sapi resipien yang memenuhi syarat :

a. Sapi dara atau induk dalam kondisi tidak bunting
b. Performa tubuh baik dan sehat dengan Body Condition Score (BCS) 2,5 – 3.5 pada skala 5; 
c. Sehat, tidak menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular strategis
d. Terseleksi setelah palpasi rektal, pada salah satu ovarium memiliki corpus luteum (CL) fungsional
e. Tidak pernah mengalami gagal bunting lebih dari 2 kali
PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN
(1) PIHAK KESATU mempunyai hak sebagai berikut:
a. Mendapatkan laporan seluruh kegiatan transfer embrio secara lengkap dari PIHAK KEDUA;

b. Bersama PIHAK KEDUA menyeleksi dan menentukan sapi resipien yang layak untuk dilakukan transfer embrio;

c. Merekomendasikan pemanfaatan hasil TE sebagai calon pejantan/induk
d. Mempublikasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan transfer embrio serta pemanfaatannya.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak sebagai berikut:

a. Mendapatkan embrio beku dari PIHAK KESATU;
b. Mendapatkan pendampingan kegiatan transfer embrio secara optimum dari PIHAK KESATU;

c. Mendapatkan berbagai informasi, pembinaan dan bimbingan teknis terkait kegiatan transfer embrio dan pemeliharaan pedet hasil TE yang dibutuhkan;
(3) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyediakan embrio berkualitas sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI);
b. Melaksanakan pendampingan transfer embrio, supervisi, evaluasi dan mendapatkan Surat Keterangan Hasil Transfer Embrio (SKHTE) pada  sapi hasil transfer embrio yang ada pada PIHAK KEDUA;
c. Menyeleksi dan menentukan sapi resipien yang layak untuk dilakukan transfer embrio, Bersama dengan PIHAK KEDUA;
d. Memberikan informasi, pengembangan, pembinaan dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan produksi dan kegiatan transfer embrio dan pemanfaatan anak hasil transfer embrio kepada PIHAK KEDUA
(4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. Menyeleksi dan menentukan kelompok ternak resipien yang berada di wilayah kerja PIHAK KEDUA;
b. Melaksanakan bimbingan teknis pemeliharaan ternak resipien dan ternak hasil transfer embrio secara optimal;
c. Melakukan monitoring, pencatatan serta melaporkan hasil pelaksanaan  transfer embrio, perkembangan dan pemanfaatan ternak hasil transfer embrio kepada PIHAK KESATU;
d. Melakukan pemeriksaan kebuntingan (PKb) terhadap resipien yang di transfer embrio dan melaporkan hasilnya kepada PIHAK KESATU;
e. Memonitor seluruh ternak hasil transfer embrio secara optimal;
f. Bertanggungjawab untuk mengamankan dan memanfaatkan ternak hasil transfer embrio;
g. Menyediakan tim teknis;
h. Bekerjasama dengan PIHAK KESATU untuk meningkatkan kompetisi petugas teknis;
PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerjasama diakhiri.

(4) Apabila Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan PARA PIHAK harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.
PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan sesuai alokasi anggaran yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara).

(2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, PIHAK yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung.

(3) Segala kerugian yang diderita oleh PIHAK yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang bersangkutan.

(4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut.

(5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, WhatsApp, e-mail sebagai berikut:

a.
PIHAK KESATU
Instansi
:
Balai Embrio Ternak, Cipelang
Alamat
:
Kp. Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor
Telp./Fax
:
(0251) 8211555/8211988
Whatsapp : 08111148878
e-mail
:
bet.cipelang@pertanian.go.id
b.
PIHAK KEDUA
Instansi
:
………………………………………..
Alamat
:
………………………………………..
Telp./Fax
:
………………………………………..
e-mail
: ………………………………………..
(2) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada PARA PIHAK.
PASAL 9
PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

(1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

(2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu PIHAK lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
PASAL 11
MONITORING DAN EVALUASI

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban.
PASAL 12
AMANDEMEN DAN ADDENDUM
(1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani PARA PIHAK.
(2) Amandemen atau Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 13
KETENTUAN LAIN

(1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi PARA PIHAK dan pihak terkait lainnya.

(2) Perjanjian Kerjasama ini merupakan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama.

(3) PARA PIHAK melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing PARA PIHAK.

(4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.

(5) Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun diantara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan. Para pengganti haknya adalah PIHAK yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerjasama ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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